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ABSTRAK 

Nama : Pitri Andini 

Judul  : Implementasi Peran Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 

Kelompok Tani Usaha Bersama untuk Keberlanjutan Produksi Pupuk 

Organik di Nagari Koto Tinggi 

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi peran pemangku kepentingan dalam 

pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) untuk mendukung 

keberlanjutan produksi pupuk organik di Nagari Koto Tinggi. Fokus penelitian 

diarahkan pada keterlibatan pemerintah nagari, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 

Kecamatan Koto Besar, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, serta pihak swasta 

dalam mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, dan 

pengembangan pemasaran pupuk organik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

pentingnya keberlanjutan produksi pupuk organik sebagai strategi mendukung 

pertanian berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik. 

Meskipun program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) telah memberikan dasar 

dukungan, kelompok tani masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi 

anggota, keterbatasan pelatihan teknis, dan lemahnya koordinasi antar pemangku 

kepentingan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi 

terhadap para pemangku kepentingan dan anggota kelompok tani. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan lebih banyak terfokus pada 

penyaluran bantuan awal, sementara pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan 

masih terbatas. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sarana produksi, kemitraan 

pemasaran, dan dukungan program pemerintah. Adapun faktor penghambat mencakup 

lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya penyuluh, dan belum 

adanya kebijakan lanjutan di tingkat nagari. Penelitian ini menegaskan pentingnya 

sinergi antar pemangku kepentingan yang terstruktur untuk memperkuat kapasitas 

kelompok dan mendorong keberlanjutan produksi pupuk organik. 

Kata kunci: pemangku kepentingan, pemberdayaan, kelompok tani, pupuk organik, 

keberlanjutan. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan 

ketahanan pangan nasional dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini 

menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien, termasuk pengelolaan 

limbah peternakan, untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti pupuk 

organik. Menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam 

Syah, program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) berbasis biogas merupakan 

salah satu alternatif penting dalam mencapai swasembada pangan. Pendekatan ini 

sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah 

ternak sebagai sumber biogas memiliki kelayakan non-finansial yang kuat serta 

mendukung sistem pertanian berkelanjutan (Halimah et al., 2024). 

Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian 2016, program UPPO bertujuan untuk meningkatkan penggunaan 

pupuk organik di tingkat petani dan mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. 

Dengan demikian, keberadaan UPPO tidak hanya mendukung pertanian berkelanjutan, 

tetapi juga membantu petani menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas 

secara lebih alami, sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan visi 

Kementerian Pertanian untuk mencapai pertanian yang maju, mandiri, dan modern. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah rumah tangga usaha 

pertanian di Kabupaten Dharmasraya mencapai 30.063 rumah tangga, tersebar di 11 
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kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.665 merupakan rumah tangga petani 

gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Tingginya angka ini menunjukkan 

bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat, 

termasuk dalam pengelolaan sumber daya lokal seperti produksi pupuk organik. 

Kondisi ini menjadi peluang besar untuk memberdayakan petani melalui pembentukan 

kelompok tani yang terorganisir guna mendukung keberlanjutan pertanian 

berkelanjutan. Salah satu bentuk upaya nyata yang dilakukan adalah melalui Program 

Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang dilaksanakan mengacu pada regulasi 

nasional, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkup 

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.  

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya mengimplementasikan program Unit 

Pengelola Pupuk Organik (UPPO) sebagai salah satu program strategis dalam 

mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

Dharmasraya, Darisman, S.Si., M.M., melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten 

Dharmasraya pada Agustus 2017, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan 

ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan di sektor pangan dan hortikultura. 

Bantuan yang diberikan mencakup pengadaan sapi, pembangunsan fasilitas kandang, 

rumah kompos, serta penyediaan obat-obatan penunjang, yang seluruhnya diarahkan 

untuk mendukung proses produksi pupuk organik oleh petani secara mandiri. 

Pelaksanaan program UPPO di Kabupaten Dharmasraya mencakup pemberian 

bantuan kepada tiga kelompok tani yang dinilai memiliki potensi dalam mengelola 
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pupuk organik berbasis limbah peternakan. Kelompok Tani Usaha Bersama di Nagari 

Koto Tinggi merupakan salah satu penerima program tersebut, bersama dengan 

Kelompok Tani Tabiang Tinggi di Koto Besar dan Kelompok Tani di Koto Baru. 

Masing-masing kelompok memperoleh dana yang digunakan untuk pengembangan 

sarana produksi pupuk organik. Intervensi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi 

biaya produksi pertanian, meningkatkan kesuburan tanah, serta memperkuat sistem 

pertanian terpadu yang mendukung keberlanjutan lingkungan. 

Berdasarkan pelaksanaan program UPPO serta tahapan pencairan dana yang 

tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen 

Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Kelompok Tani Nomor 

294/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/04/2016 tanggal 5 April 2016, Kelompok Tani Usaha 

Bersama memperoleh bantuan dana melalui empat tahap pencairan sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 1. 1 Pencairan dana UPPO kelompok Tani Usaha Bersama 

Tanggal Tahapan Jumlah Persen Nominal 

26 Juli 2016 Termyn 1 28% 77.000.000 

4 Oktober 2016 Termyn 2 21% 57.750.000 

25 Oktober 2016 Termyn 3 21% 57.750.000 

28 November 2016 Termyn 4 30% 82.500.000 

Total 275.000.000 

Sumber data : Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama 

 Kelompok Tani Usaha Bersama merupakan salah satu terobosan dalam 

pembangunan pertanian berkelanjutan di Nagari Koto Tinggi. Kelompok ini menerima 

bantuan program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia pada tahun 2016. Kegiatan utama kelompok ini adalah mengolah 
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limbah ternak, seperti kotoran dan urine sapi, menjadi pupuk organik yang ramah 

lingkungan. Program ini bertujuan untuk membantu petani mengurangi ketergantungan 

pada pupuk kimia dan menekan biaya produksi. Selain itu, kelompok ini juga berperan 

penting dalam mengembangkan potensi lokal dan mendorong kemandirian petani. 

Namun, dalam pelaksanaannya, kelompok ini masih menghadapi berbagai kendala 

seperti kurangnya keterlibatan anggota, minimnya pelatihan teknis, serta belum 

optimalnya strategi pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerja sama 

dari berbagai pihak agar kelompok ini dapat berkembang dan terus berkontribusi dalam 

mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 

Pemberdayaan kelompok tani tidak hanya memerlukan dukungan dalam bentuk 

bantuan modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan pelatihan guna 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kapasitas anggota secara menyeluruh. 

Pelaksanaan pemberdayaan yang efektif menuntut adanya kolaborasi dari berbagai 

pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penyuluh pertanian, dan pelaku usaha. Di 

Nagari Koto Tinggi, pemangku kepentingan yang berperan dalam proses 

pemberdayaan tersebut meliputi Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Balai 

Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar, Pemerintah Nagari Koto Tinggi, 

serta sektor swasta seperti CV AJL (Agro Jujuhan Lestari)  

Peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani telah diatur 

dalam berbagai regulasi yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, 

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Dinas Pertanian 

memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan 
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tugas pembantuan di bidang pertanian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala 

Dinas berperan menyusun visi, misi, serta perencanaan strategis pembangunan 

pertanian daerah, merumuskan kebijakan teknis, hingga melakukan koordinasi lintas 

sektor untuk mendukung program-program pertanian. Hal ini juga termasuk dalam 

mendukung pengelolaan pupuk organik melalui program Unit Pengolahan Pupuk 

Organik (UPPO). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Pertanian telah 

menyalurkan bantuan berupa pengadaan sapi, pembangunan kandang, rumah kompos, 

serta penyediaan obat-obatan kepada kelompok tani penerima. Namun, belum terdapat 

kebijakan baru terkait keberlanjutan UPPO itu sendiri.  

Kedua, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang berada di bawah koordinasi Dinas 

Pertanian memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

47/Permentan/OT.140/4/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, yaitu 

memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta memfasilitasi akses informasi dan 

teknologi pertanian. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar, yang 

seharusnya berperan penting dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik 

melalui pendampingan teknis dan pelatihan, masih menghadapi sejumlah kendala. 

Jumlah penyuluh yang terbatas membuat kegiatan penyuluhan hanya dilakukan dalam 

bentuk pemantauan singkat, sehingga tidak memberikan pembinaan yang mendalam. 

Pergantian koordinator BPP juga berdampak pada berkurangnya intensitas dan kualitas 

pendampingan dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, pelatihan yang 

diberikan hanya terbatas pada tahap awal pembuatan pupuk organik, tanpa ada 

pelatihan lanjutan mengenai manajemen, pengemasan, maupun pemasaran.. 
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Ketiga, Peran Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan kelompok tani diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan 

Nagari, yang pada Pasal 6 ayat (2) menegaskan kewenangan nagari dalam 

penyelenggaraan urusan berbasis potensi lokal, termasuk bidang pertanian. Regulasi 

ini menempatkan Wali Nagari pada posisi strategis untuk mengesahkan kelembagaan 

kelompok tani dan mendukung program pertanian. Namun, dalam praktiknya, hingga 

kini belum ada program nagari yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan 

kelompok tani. Permasalahan semakin tampak setelah terjadinya pergantian Wali 

Nagari, di mana perhatian pemerintah nagari tidak lagi berfokus pada kelompok, 

sehingga peran nagari dalam mendukung keberlanjutan pupuk organik menjadi 

terbatas. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Wali Nagari Koto Tinggi 

bapak  Hendri, dijelaskan bahwa : 

“…belum terdapat program khusus nagari terkait pemberdayaan kelompok tani 

yang ada di nagari dan hingga saat ini nagari hanya sebagai penyalur bantuan dari 

pusat maupun pemerintan daerah terkait bantuan seperti bibit tanaman buah buahan 

dan tanaman obat yang disalurkan kepada individu dan ibu ibu PKK .”(4 februari 

2025) 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari dalam 

pemberdayaan kelompok tani masih sangat terbatas. Fungsi nagari saat ini lebih 

berfokus sebagai penyalur bantuan, bukan sebagai penggerak atau fasilitator utama 

dalam pengembangan kapasitas kelompok tani. Kondisi ini berdampak pada minimnya 

dukungan kelembagaan di tingkat lokal yang seharusnya menjadi pondasi penting bagi 

keberlanjutan program pemberdayaan petani. Akibatnya, kelompok tani tidak 
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memperoleh pendampingan teknis dan kelembagaan yang memadai untuk memperkuat 

kemandirian dan daya saingnya. 

Keempat,  sektor swasta seperti CV AJL (Agro Jujuhan Lestari) sebagai mitra usaha 

mencerminkan prinsip kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-

17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Regulasi-regulasi ini menegaskan 

pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan 

kelompok tani yang berkelanjutan. CV AJL (Agro Jujuhan Lestari) sebagai mitra 

swasta berkontribusi dalam pemasaran dengan menjadi pembeli tetap pupuk organik, 

namun belum mendukung aspek branding dan perluasan akses pasar digital.  

Gambar 1. 1 Produk UPPO kelompok Tani Usaha Bersama yang sudah masuk 

ke CV AJL 

 
Sumber : Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama 

 

Minimnya peran dinas pertanian, penyuluh pertanian, pemerintah nagari dan mitra 

usaha dapat menyebabkan lemahnya kelembagaan kelompok, rendahnya keterampilan 

anggota dalam produksi pupuk organik, serta stagnasi dalam pemasaran produk yang 

dihasilkan. Akibatnya, kelompok akan kesulitan untuk bertahan dan berkembang, biaya 
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produksi menjadi tinggi karena tidak adanya pendampingan teknis yang memadai, dan 

produktivitas pupuk organik akan terus menurun seiring rendahnya partisipasi anggota. 

Dampak ini juga berpotensi mematahkan semangat petani untuk beralih ke pertanian 

organik, sehingga upaya mendukung pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah 

ternak menjadi terhambat di tingkat nagari.  

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh para pemangku kepentingan masih 

menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari beberapa 

permasalahan yang dihadapi kelompok, seperti penurunan produksi pupuk organik 

akibat terbatasnya permintaan pasar, rendahnya kemampuan teknis anggota dalam 

proses produksi, serta minimnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh 

pihak terkait. Selain itu, tidak adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan 

setelah bantuan awal diberikan turut menyebabkan stagnasi kinerja kelompok. 

Kurangnya koordinasi lintas sektor dan belum maksimalnya sinergi antar pemangku 

kepentingan juga memperlemah efektivitas program pemberdayaan yang seharusnya 

dapat mendukung keberlanjutan usaha pertanian organik.  

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Mauludin selaku 

Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama, dijelaskan bahwa : 

“…Dari 20 anggota yang terdaftar, sekarang paling cuma 5 orang aja yang benar-benar 

aktif sampai 2025. Akibatnya produksi pupuk organik juga turun lebih dari 50% 

dibanding tahun-tahun awal program. Ya wajar sih, soalnya cuma sedikit yang aktif, 

jadi kegiatan kelompok nggak bisa maksimal.”(5 februari 2025) 

 

Hasil wawancara ini diperkuat dengan data produksi pupuk kelompok tani usaha 

bersama dari tahun 2017 hingga tahun 2024 
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Gambar 1. 2 Grafik  produksi pupuk organic kelompok Tani Usaha Bersama 

tahun 2017-2024 

 

Sumber: Sekretaris kelompok tani usaha bersama 

Berdasarkan wawancara dengan Mauludin selaku Sekretaris Kelompok Tani Usaha 

Bersama, terungkap bahwa dari 20 anggota yang terdaftar, hanya 5 orang yang masih 

aktif hingga tahun 2025. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan produksi pupuk 

organik lebih dari 50% dibandingkan tahun-tahun awal program, sebagaimana 

tergambar dalam grafik produksi pupuk organik periode 2017–2024. Grafik tersebut 

menunjukkan bahwa produksi yang sempat mencapai puncak 4 ton pada tahun 2018 

terus menurun hingga hanya sekitar 1,5 ton pada tahun 2024. Penurunan ini 

dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan anggota, minimnya pelatihan lanjutan, serta 

belum adanya strategi pemasaran yang memadai, misalnya branding produk, logo 

kemasan, maupun promosi digital. Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi penulis 

pada awal 2025, yang memperlihatkan bahwa peran sebagian besar pemangku 
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kepentingan belum terlaksana secara maksimal, ditambah dengan ketiadaan program 

pemberdayaan dari pemerintah nagari pasca pergantian kepemimpinan. 

Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Kelompok 

Tani Usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi menjadi tantangan utama dalam 

keberlanjutan produksi pupuk organik yang mendukung pertanian ramah lingkungan. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan keterlibatan semua pihak 

untuk mendorong keberhasilan program secara menyeluruh. Keunggulan penelitian ini 

terletak pada analisis mendalam terhadap implementasi peran pemangku kepentingan  

mencakup pemerintah nagari, dinas pertanian kabupaten, lembaga penyuluhan dan 

pelatihan (BPP), serta mitra swasta dalam konteks keberlanjutan produksi pupuk 

organik di tingkat lokal, bukan hanya aspek teknis pembuatan pupuk. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pelatihan pembuatan pupuk 

organik atau pemanfaatan limbah organik tanpa mengkaji secara holistik dimensi 

kelembagaan dan pemasaran, seperti Pemberdayaan petani lokal melalui pelatihan 

pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati kepada kelompok tani Suku Meyah 

yang menyajikan pelatihan teknis pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati 

kepada kelompok tani Suku Meyah (Supriyadi et al.,2024) Oleh karena itu, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perumusan 

kebijakan pemberdayaan kelompok tani serta mengidentifikasi faktor kelembagaan dan 

pemasaran yang masih kurang optimal di lapangan. 

Berdasarkan jabaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERAN PEMANGKU 

KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI USAHA 
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BERSAMA UNTUK KEBERLANJUTAN PRODUKSI PUPUK ORGANIK DI 

NAGARI KOTO TINGGI.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan utama dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Tani Usaha 

Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi, sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi anggota dalam Kelompok Tani Usaha Bersama masih sangat 

rendah, yaitu hanya lima dari dua puluh anggota yang aktif terlibat dalam kegiatan 

kelompok. 

2. Pemerintah nagari belum secara aktif menyediakan atau memfasilitasi program 

pemberdayaan kepada kelompok tani dalam hal penguatan kelompok dan 

pengelolaan pupuk organik.serta belum terdapat Koordinasi dan kolaborasi antara 

Wali Nagari dengan pihak lain seperti penyuluh, dinas terkait, atau pihak swasta 

dalam pemberdayaan kelompok tani masih belum terbangun dengan baik 

3. Penyuluhan yang diberikan oleh BPP dilakukan secara terbatas dan hanya 

mencakup informasi mengenai kegiatan penyuluhan yang diadakan di luar kota. 

Selain itu, belum ada kegiatan penyuluhan yang terjadwal secara rutin, maupun 

pemantauan terhadap hasil penyuluhan yang telah dilaksanakan terkait program 

UPPO bagi kelompok tani usaha bersama 

4. Dinas Pertanian telah menyalurkan bantuan berupa pengadaan sapi, pembangunan 

kandang, rumah kompos, serta penyediaan obat-obatan kepada kelompok tani 
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penerima. Namun, pelaksanaan program ini belum disertai dengan monitoring dan 

evaluasi secara berkelanjutan. 

5. CV AJL (Agro Jujuhan Lestari) sebagai mitra swasta berkontribusi dalam 

pemasaran dengan menjadi pembeli tetap pupuk organik, namun belum 

mendukung aspek branding dan perluasan akses pasar digital  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka dibataskan dan di fokuskan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hanya menelaah keterlibatan Pemerintah Nagari Koto Tinggi dalam 

mendukung Kelompok tani usaha bersama, khususnya terkait penguatan kelompok 

tani serta program pemberdayaan yang dilaksanakan 

2. Peneliti membatasi kajian terhadap peran BPP kecamatan Koto Besar dalam 

memberikan penyuluhan terhadap kelompok tani  usaha bersama 

3. Penelitian membahas peran Dinas Pertanian kabupaten Dharmasraya dalam 

memberikan dukungan berupa Penyaluran bantuan UPPO serta bentuk monitoring 

terhadap kelompok tani usaha Bersama. 

4. Penelitian membatasi kajian terhadap peran CV AJL sebagai konsumen tetap dan 

pihak yang mendukung perluasan pemasaran digital 

D. Rumusan Masalah 

Berikut Rumusan masalah dalam penelitian ini : 
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1. Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani 

usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi? 

2. Apa faktor pendukung dan  faktor penghambat peranan pemangku kepentingan 

dalam pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan jabaran rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan peranan pemangku kepentingan kepentingan dalam 

pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi 

2. Menganalisis faktor pendukung dan factor penghambat peranan pemangku 

kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto 

Tinggi 

F. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang sudah disebutkan, dapat ditarik manfaat dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman dan 

keilmuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian 

pemberdayaan Masyarakat oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan 

pertanian berkelanjutan. 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:  
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a. Instansi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas 

program pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani, khususnya dalam 

mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik melalui sinergi antarpihak 

b.  Masyarakat dan kelompok tani, diharapkan dapat memperoleh tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peran pemangku 

kepentingan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, teknis, dan 

pemasaran hasil produksi. 

c. Peneliti atau pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan awal 

bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai peran stakeholder 

dalam pemberdayaan kelompok tani dan pengembangan pertanian organik 

berbasis komunitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, seluruh pemangku kepentingan 

telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan Kelompok Tani Usaha 

Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi dalam mendukung produksi pupuk 

organik. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi keberlanjutan produksi pupuk 

organik, kontribusi yang paling dominan dijalankan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten Dharmasraya melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk jangka 

panjang, serta Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar melalui 

pelatihan dan penyuluhan kepada anggota kelompok. Keduanya menjadi aktor 

utama yang menjaga kesinambungan produksi pupuk organik meskipun kelompok 

masih menghadapi berbagai kendala. 

2.   Faktor pendukung pemberdayaan kelompok tani antara lain adanya bantuan sarana 

prasarana (seperti rumah kompos, kandang ternak, dan mesin pengolah pupuk 

organik), dukungan penyuluhan, serta legitimasi administratif yang memperkuat 

keberadaan kelompok. Bantuan ini memberi modal awal bagi kelompok untuk 

menjalankan usaha pupuk organik. Namun, terdapat pula beberapa faktor 

penghambat, seperti tidak adanya program lanjutan setelah bantuan awal, 

lemahnya pendampingan berkelanjutan, rendahnya partisipasi anggota, kurangnya 

koordinasi antar pemangku kepentingan, serta terbatasnya peran pihak swasta 
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yang hanya terlibat dalam transaksi jual-beli. Hambatan ini membuat 

keberlanjutan produksi pupuk organik sulit tercapai, sehingga kelompok masih 

berada pada tahap bertahan hidup, belum mampu berkembang lebih jauh. 

B. Saran 

 Berdasarkan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat meningkatkan 

perannya masing-masing dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk 

organik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan dan program yang 

secara langsung menyentuh kebutuhan kelompok tani, seperti penyusunan regulasi 

di tingkat nagari, penguatan program pendampingan teknis dari BPP, keberlanjutan 

bantuan dari Dinas Pertanian, serta keterlibatan pihak swasta dalam mendukung 

pemasaran dan pengembangan usaha. Dengan demikian, pemberdayaan yang 

dilakukan tidak hanya berhenti pada tahap awal, tetapi mampu menjamin 

keberlanjutan usaha pupuk organik. 

2. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya bersama Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar mampu memperoleh dan mengelola 

anggaran untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan Kelompok Tani Usaha 

Bersama (KTUB). Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja 

sama dengan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi melalui skema 

pinjaman modal usaha, serta memperluas kemitraan dengan pihak swasta yang 

memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar dukungan 

finansial maupun nonfinansial dapat terus berlanjut. 
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3. Bagi Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi diharapkan 

mampu meningkatkan kemandirian dan partisipasi dengan membangun jaringan 

dan komunitas usaha yang memungkinkan anggota kelompok berbagi 

pengalaman, keterampilan, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan 

demikian, kelompok tidak hanya bergantung pada dukungan pihak luar, tetapi juga 

memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha pupuk organik secara 

berkelanjutan. 
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